BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.1258, 2017

BMKG. Pengelolaan PPNPN.

PERATURAN
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REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI PEMERINTAH NONPEGAWAI NEGERI
DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGTI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional teknis

1.

dan administrasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika,
perlu pengaturan dalam pelaksanaan analisis kebutuhan,
proses penerimaan, pembayaran penghasilan dan pelaksanaan
kontrak Pegawai Pemerintah non-Pegawai Negeri guna
terciptanya pengelolaan Pegawai Pemerintah non-Pegawai Negeri
yang tertib, terkoordinasi dan terintegrasi di lingkungan Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pedoman
Pengelolaan Pegawai Pemerintah non-Pegawai Negeri di

Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5058);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
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8.

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi Sekolah Tinggi
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 90);
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5655);
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun
Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1528)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan
Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1740);
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1529);

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
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Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1741);

9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 555);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
PEGAWAI PEMERINTAH NONPEGAWAI NEGERI DI
LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang
selanjutnya disingkat BMKG adalah lembaga pemerintah
nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di
bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

2. Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika.

3. Pegawai Pemerintah non-Pegawai Negeri yang selanjutnya
disingkat dengan PPNPN adalah pegawai tidak tetap,
pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang
diangkat dengan kontrak dan dibayar atas biaya Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BMKG.

5. Pengadaan Pegawai Pemerintah non-Pegawai Negeri yang
selanjutnya disebut Pengadaan adalah proses penerimaan
PPNPN yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi

untuk melaksanakan tugas sebagai tenaga operasional

www.peraturan.go.id



2017, No.1258

10.

11.

teknis, tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan tenaga
keamanan yang membuat kontrak kerja dengan PPK
untuk melaksanakan kegiatan pendukung teknis maupun
administrasi pada unit kerja di lingkungan BMKG.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk
mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

Kepala Unit Kerja adalah Kepala Biro, Kepala Pusat, dan
Inspektur atau Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Penghasilan adalah hak PPNPN yang diterima dan
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan yang
ditetapkan dan dibayar menurut Perjanjian Kerja.
Inspektorat adalah unit kerja eselon II yang mempunyai
tugas dan fungsi di bidang pengawasan.

Biro Umum dan Sumber Daya Manusia adalah unit kerja
eselon II yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang
pengelolaan sumber daya manusia.

Biro Perencanaan adalah wunit kerja eselon II yang
mempunyai tugas dan fungsi di bidang program dan

anggaran.

Pasal 2

Pengadaan pegawai melalui PPNPN hanya dapat dilakukan

pada unit kerja yang membutuhkan PPNPN paling banyak 10

(sepuluh) orang dalam 1 (satu) kriteria dan tugas PPNPN di 1

(satu) unit kerja.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi :

a.
b.

C.

kriteria dan tugas;
analisis kebutuhan, perencanaan, dan pengadaan;

perjanjian kerja, pernyataan kerja, dan kontrak kerja;
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d. kewajiban, hak, dan larangan;

e. penghasilan;

f. pembinaan, penilaian kinerja, dan pengawasan; dan

g. perpanjangan dan pemutusan perjanjian kerja serta

kontrak kerja.

Pasal 4
Tujuan Peraturan Kepala Badan ini sebagai pedoman dalam
pelaksanaan analisis kebutuhan, proses penerimaan,
pembayaran penghasilan dan pelaksanaan kontrak PPNPN
untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia BMKG
dalam mendukung pelaksanaan tugas operasional teknis dan
administrasi sehingga tercipta pengelolaan PPNPN yang tertib,

terkoordinasi dan terintegrasi di lingkungan BMKG.

BAB III
KRITERIA DAN TUGAS

Pasal 5

Kriteria dan tugas PPNPN di lingkungan BMKG :

a. tenaga operasional teknis, dengan tugas utama :

1. melakukan pekerjaan operasional pendukung teknis
terkait dengan pemrosesan data, pelaporan, desain
informasi dan aspek teknik informatika dengan
persyaratan pendidikan minimal Diploma III; atau

2. membantu kegiatan observasi sederhana dan
menginput data pengamatan dengan persyaratan
pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau
Sekolah Menengah Kejuruan.

b. tenaga administrasi perkantoran, dengan tugas utama
pelaksanaan administrasi perkantoran, surat menyurat,
pengurusan administrasi kepegawaian dan administrasi
keuangan dengan persyaratan pendidikan minimal
Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah
Kejuruan; dan

c. tenaga keamanan, tenaga kebersihan, dan tenaga

pengemudi dengan tugas utama menjaga keamanan,
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